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BABIV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Objek Peneiitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Bungo 

a) Kondisi Geografis 

Kabupaten Bungo terletak di bagian barat Provinsi J ambi dengan luas 

\vilayah sekitar 4.659 km2. Wilayah ini secara geografis terletak pada 

posisi 101° 27' sarnpai dengan 102° 30' Bujur Timur dan di antara 1° 08' 

hingga 1° 55' Lintang Selatan. 

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo wilayah yang 

berbatasan dengan Kabupaten Bungo antara lain : 

Sebelah Utara Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya 

Sebelah Ti.'llur 

Sebelah Selatan 

Sebelah Barat 

Kabupaten Tebo 

Kabupaten Mcrangin 

Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Dharmasraya. 

Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan 

dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl, di mana sekitar 

87,70% di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 M 

dpl. Sebagia.'l besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah 

Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo. Secara geomorfologis 
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wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aiiran yang memiiiki 

kemiringan berkisar an tara 0 - 8% (92,28% ). 

Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Kabupaten 

Bungo tergolong beriklim tropis denga...'1 temperatur udara berkisar antara 

25,8° - 26,7° C. Curah hujan di Kabupaten Bungo selama tahun 2004 

berada di atas rata-rata lima tahun terakhir yakni sejumlah 2398,3 mm 

dengan jumlah hari hujan sebanyak 176 hari atau rata rata 15 hari per 

bulan dan rata rata curah hujan mendekati 200 mm per bulan. 

b) Keadaan Demografis 

Secara administratif, Kabupaten Bungo yang berpenduduk 303.135 jivv·a 

(hasil sensus tahun 2010), yang tersebar di 17 kecamatan yang meliputi 

12 kelura.ltan dan 141 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pasar 

Muara Bungo, Rimbo Tengah, Bungo Dani, Bathin III, Tanah Tumbuh, 

Rantau Pandan, Jujuhan, Tanah Sepenggal, Limbur Lubuk Mengkuang, 

Pelepat Ilir, Muko-Muko Bathin VII, Pelepat, Bathin II Babeko, Tanah 

Sepenggal Lintas, Jujuhan Ilir, Bathin III Ulu dan Bathin II Pdayang. 

Dari hasil Sensus Penduduk 2010, Kecamatan Pelepat Ilir, Pelepat, dan 

Rimo Tengah merupakan 3 kecamatan dengan jurnlah penduduk 

terbanyak yaitu masing-masing berjumlah 43.908 jiwa, 27.559 jiwa, dan 

23.715 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil 

adalah kecamatan Bathin III Ulu dengan jumlah penduduk 7.798 jiwa. 

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 maka Penyebutan 

Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi 

16/41765.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



70 

Kampung dan pelantikan seorang kepaia desa seiain sebagai kepala 

pemerintahan di desa sekaligus dibarengi dengan pelantikan selaku 

pemangku adat oleh Ketua Lembaga Adat Kecamatan. 

2. Gambaran Umum Kantor Lingkungan Hidup 

Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Bungo, Selaku Lembaga Yang 

Mengkoordinasikan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Di Kabupaten 

Bungo Berdiri Sejak Tahun 2009 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741). 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sebelunmya bemama Kantor 

Pengendalia.1 Lingkungan Hidup (KPLH) Kabupaten Bungo setelah 

dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 02 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (lembaran 

Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 2). Kantor tersebut diatur lebih 

lanjut melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 47 Tahun 2011 tentang uraian tugas 

pokok dan fungsi kantor lingkungan hidup Kabupaten Bungo. Secara legal dan 

formal Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup berubah menjadi Kantor 

Lingkunga11 Hidup (KLH) Kabupaten Bungo setelah diterbitkannya Peraturan 

Daerah dan Keputusan Bupati diatas. 

Mengacu pada Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kantor Lingkungan Hidup Melaksanakan 
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Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Dibidang Lingkungan Hidup 

Sehingga Terciptanya Pembangunan Daerah Yang Benvav;asan Lingkungan. 

a) Keadaan Somber Daya Manusia 

Smnber daya manusia mempaka.1 unsur yang sa.1gat penting dalam suatu 

orgarusas1. Peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak 

terlepas dari fungsi-fungsi manajemen. Dimana, pencapian tujuan organisasi 

sangat bergantung dengan berperan atau tidaknya sumber daya manusia yang 

ada dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam organisasi. 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo memiliki jumlah pegawai 18 

orang. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan sun1ber daya manusia Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dapat eli lihat pada uraian tabel berikut 

llll. 
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I No.I 
I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Tabel 2 
Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan 

Tahun 2014 

Nama 
I Golongan 

Kepangkatan 
Ir. DARMA SUARDI, M.Pd I 

IV d 

NOVIHARYATI,ST IIId 

EKA RIANI, ST Hie 

KOT ADDA, S.Sos lllc 

ZAIZUL AMRIL, S.Hut. T Illc 

DARMA HARYENI, ST IIIb 
NOVIA TI RINANINGSIH, 
ST lllb 

WING WIDIY ANTORO, SH III b 

ADE MUNA W ARAH, ST IIIb 
LILIEN ARDHIT A 
ANGGRAINI, SE III b 

VILlA MELINA, ST III b 
YUNITA SALMAH 
RITONGGA, S.Si III a 

M. GADAPI, SKM III a 

RENI SILVIA, A.MKL lid 
M.JUNJUNG 
HARDHINDHO, A,Md lie 
DERYJANUR lib 
NOV A ANDRIANI 
SIHOMBING lib 

AHMAD SY AIHU I c 

I 

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Kantor LH Kabupaten Bungo 
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pegawai Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bungo menurut Golongan Kepangkatan terdiri dari golongan 

kepangkatan terendah I c dan golongan kepangkatan tertinggi adalah IV d. 
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I 

I No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
r--· 

16 

17 

18 

Tabel3 
Pegawai Menurut Jabatan 

Tahun 2014 

Nama Jabatan 

Ir. DARMA SUARDI, M.Pd Kepala kantor 

NOVIHARYATLST Kasi Wasdal 

EKA RIANI, ST Kasi R&P 

KOTADDA, S.Sos Kasubbag TU 

ZAIZUL AMRIL, S.Hut.T Kasi PKL 

DARMA HAR YENI, ST Pelaksana 

NOVIATI RINANINGSIH, ST Pelaksana 

WING WIDIY ANTORO, SH Pelaksana 

ADE MUNA W ARAH, ST Pelaksana 
LILIEN ARDHITA 
ANGGRA.INI, SE Pelaksana 

VILlA MELINA, ST Pelaksana 
YUNITA SALMAH 
RITONGGA, S.Si Pelaksana 

M. GADAPI, SKM Pelaksana 

RENI SILVIA, A.MKL Pelaksana 
M. JUNJUNG HARDHINDHO, 
A,Md Pelaksana 

DERYJANVR Pelaksana 
NOV A ANDRIANI 
SIHOMBING Pelaksana 

AHMAD SY AIHU Pelaksana 
Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Kantor LH Kabupaten Bungo 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pegawai Kantor Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bungo menurut Jabatan terdiri dari Kepala Kantor, tiga 

orang kepala seksi, satu orang kepala sub bagian, dan 13 orang pelaksana. 
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Tabel4 
Pegawai Menurut Masa Kerja 

Tahun 2014 

I No I Nama Masa Kerja I 
I 1 I Ir. DARMA SVARDI, M.Pd 

2 NOVI HARYATI, ST 9 

3 EKA RIANI, ST 8 

4 KOTADDA, S.Sos 21 

5 ZAIZUL AMRIC S.Hut. T 17 

6 DARMA HAR YENI, ST 4 

7 NOVIA TI RINANINGSIH, ST 4 

8 WING WIDIY ANTORO, SH 4 

9 ADE MUNAWARAH, ST 4 
LILIEN ARDHIT A 

10 ANGGRAINI, SE 4 

11 VILlA MELINA, ST 4 
YlJNITA SALMAH RITONGGA, 

12 S.Si 1 

13 M. GADAPI, SKM 9 

14 RENI SILVIA, A.MKL 11 
M. JUNJUNG HARDHINDHO, 

15 A,Md 4 
16 DERYJANUR 6 

17 NOV A ANDRIANI SIHOMBING 8 

i8 AHMAD SY AIHU 6 
Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Kantor LH Kabupaten Bungo 
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa masa ke:rja pegawai Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yang terendah adalah pegawai dengan 

masa keija satu tahun, dan yang tertinggi adalah pegawai dengan masa keija 

33 tahun. 
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Tabei 5 
Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

Tahun 2014 

I I I No.I Nama 
r----r-~·-· .. ··-·· ··---·-··-

1 I Ir. DARMA SUARDI. M.Pd 
2 NOVI HARYATI, ST 

3 EKA RIANI, ST 
4 KOT ADDA, S.Sos 

5 ZAIZUL AMRIL, S.Hut. T 
6 DARMA HARYENI, ST 
7 NOVIA TI RINANINGSIH, ST 

8 WING WIDIY ANTORO, SH 
9 ADE MUNA WARAH, ST 

LILIEN ARDHIT A 
10 ANGGRAINI, SE 
11 VILlA MELINA, ST 

YUNIT A SALMAH 
12 RITONGGA, S.Si 
13 M. GADAPI, SKM 
14 RENJ SILVIA, A.MKL 

M. JUNJUNG HARDHINDHO, 
15 A,Md 
16 DERYJANUR 

NOV A ANDRIANI 
17 SIHOMBING 
18 AHMAD SY AIHU 

-

I 
Tingkat I 

_ Pendidikan .J 

I S2 I 
Sl 
Sl 
Sl 
Sl 
S1 
Sl 
Sl 
Sl 

S1 
Sl 

Sl 
Sl 

DIII 

Dill 
SMA 

SMA 
SMP 

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Kantor LH Kabupaten Bungo 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pegawai Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dilihat dari tingkat pendidikan terdiri 

dari tingkat pendidikan SMP, SMA, Dill, S 1, dan S2. Hal ini menunjukkan 

buhwa pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sudah didukung 

oleh sumber daya manusia yang cukup baik dilihat dari sisi tingkat 

pendidikannya 

16/41765.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



I No.I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

1---
18 

Tabei 6 
Pegawai Menurut Usia 

Tahun 2014 

Nama 
, __ , _____ 

~ - r ~ 
Ir. DARMA SUARDI, M.Pd 
NOVI HARYATI, ST 
EKA RIANI, ST 
KOT ADDA, S.Sos 
ZAIZUL AMRIL, S.Hut. T 
DARMA HAR YENI, ST 
NOVIA TI RINANINGSIH, ST 
WING WIDIY ANTORO, SH 
ADE MUNA W ARAH, ST 
LILIEN ARDHIT A ANGGRAINI, 
SE 
VILlA MELINA, ST 
YUNITA SALMAH RITONGGA, 
S.Si 
M. G.P...DAPI, SKM 
RENI SILVIA, A.MKL 
M. TIJNJUNG HARDHINDHO, 
A,Md 
DERYJANUR 
NOVA ANDRIANI SIHOMBING 
AHMAD SY AIHU 

Usia 

53 
35 
42 
51 
46 
38 
32 
38 
31 

30 
30 

26 
30 
33 

30 
34 
30 
43 

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bungo 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pegawai menurut usia pada 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bung(l memiliki usia pegawai tertinggi 

53 tahun dan yang terendah adalah 26 tahun. 

b) Peran Kantor Lingkungan Hid up Di Kabupaten Bun go 

Peran Kantor Lingkungan Hidup perlu diuraikan pada bagian ini menyangkut 

tugas, pokok dan fungsi yang memang seharusnya dilaksanakan oleh 
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Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana lampiran Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

Undang-Undang tersebut di atas adalah kebijakan pemerintah pusat yang 

bersifat rasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup.Untuk itu perlu 

dijabarkan kedudukan, tupoksi, dan struktur organisasi sebagai implementasi 

di daerah. 

1) Kedudukan 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo di bentuk berdasarkan Perda 

No.5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga 

Teknis Daerah. 

2) Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 39 tahun 2008 tentang 

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksanaan 

pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan dipimpin oleh seorang 

Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

dengan tugas pokoknya adalah: 

"Memimpin, mengkoardinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan 
Kantor dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup" 

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Kantor Lingkungan 

Hidup mempunyai fungsi: 
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a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang 

lingkungan 

c. Pelaksanaan koordinas1 dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang 

lingkungan hidup 

d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan tugas dibidang Iingkungan hidup. 

e. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah 

dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah 

atasan. 

3) Struktur Organisasi 

Untuk melahanakan tugas pokok Kantor, Kepala Kantor didukung oleh 

unsur- unsur organisasi seperti tergambar dengan struktur sebagai berikut: 

Gambar4 
Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo 

KEP ALA KANTOR 

SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

I I 
SEKSI SEKSI SEKSI 

WASDAL R&P PKL 
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1. Tata Usaha ; Tata Usaha di pimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Kantor. 

2. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha 

b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan 

kant or 

c. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan kantor 

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingk:ungan kantor 

e. Pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan kantor 

f. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, dan kegiatan rapat serta 

perlengk:apan dan kerumahtanggaan 

g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di lingkungan kantor 

h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil 

telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya 

1. Pelaksana&! tugas kedinasan lainya sesuai dengan petunjuk dan 

perintah atasan 

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

2. Untuk melak~anakan tugasnya, Seksi Pengawasan dan Pengendalian 

mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian 
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b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasionaL pengawasan, 

pengembanga.'1, dan pengkajian serta penilaian AMDAL. 

c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tentang pengawasan dan 

pengendalian lingkungan hidup. 

d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengembangan teknis 

AMDAL serta kelembagaan dan kapasitas pengendalian lingkungan 

hidup. 

e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran 

lingkungan air tanah dan udara 

f. Pelaksanaan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan air, 

tanah, udara, PETI (Penambangar. Emas Tanpa Izin) 

g. Penelitian dan pengembangan teknis kemampuan pengendalian 

dampak lingkungan 

h. Pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah cair, gas, dan 

padat termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 

1. Pembt!rian saran teknis dan rekomendasi terhadap penilaian 

dokumenAMDAL. 

J. Penerapan system manajemen lingkungan, ekolebel, produksi bersih 

dan teknologi ramah lingkungan. 

k. Pelal(sanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, 

perdata, dan pidana dengan pengembangan skema insentif dan 

disinsensitif 
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1. Penyiapan bahan publikasi dan sosialisasi pada masyarakat sebeium 

dan sesudah penilaian dokwnen AMDAL dan UKL-UPL. 

m. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyarnpaian laporan, hasil 

telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

n. Pelaksaan tugas kedinasan lainnya sesua1 dengan petunjuk dan 

perintah atasan. 

1. Seksi Rehabilitasi dan Pemulihan yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala kantor. 

2. Seksi Rehabilitasi dan Pemulihan mempunyai tugas pokok membantu 

kepala kantor dalam menyusUii dan melaksana.~an kebijakan daerah di 

bidang lingkungan hidup urusan bidang rehabilitasi dan pemulihan. 

3. Untuk melaksanakan tugas seoagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 

Seksi Rehabilitasi dan Pemulihan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program keija Seksi Rehabilitasi dan 

Pemulihan 

b. Perurnusan kebijaksanaan teknis dibidang operasional konservasi, 

rehabilitasi dan pemulihan kualitas surnber daya hutan, tanah, mineral, 

keanekaragarnan hayati dan udara. 

c. Perurnusan kebijaksanaan teknis dibidang peningkatan peran serta 

masyarakat dalarn upaya pelestarian lingkungan hidup. 

d. Pelaksanaan konservasi, rehabilitasi dart pemulihan kualitas surnber 

daya hutan, tanah, air, mineral dan keanekaragarnan hayati dan udara. 
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e. !)elaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya 

, .c:;lestarian fungsi lingkungan. 

f. '.?laksanaan program nasional antara lain Adipura, Menuju Indonesia 

__ ijau, Kalpataru dan Adiwiyata. 

g. Melaksanakan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 

h. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan 

atmosfir 

1. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil 

:elaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

J. Pclaksaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan petunjuk dan perintah 

ettas&n. 

1. Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan yang dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor. 

2. Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu 

kepala kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang kualitas 

lingkungan. 

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengujian 

Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana program kerja Seksi Pengujian Kualitas 

Lingkungan 

b. Penyusunan kebijaksanaan operasional Pengujian Kualitas Lingkungan 
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c. Pelaksaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengujian kualitas 

air. tanah. dan udara. 

d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengambilan sampel, 

analisis sampel dan evaluasi terhadap hasil pengujian kualitas 

lingkungan serta limbah cair. 

e. Menghimpun dan mengelola data bidang Pengujian Kualitas 

Lingkungan serta limbah cair 

f. Pelaksanaan pemantauan air dan badan air 

g. Penyelenggaraan operasionallaboratorium lingkungan 

h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan basil 

telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

1. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan 

perintah atasan 

4) Pengelolaan Lingkungan Hidnp 

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah 

bertugas dan berwenang: 

a. menetapkan kebijakan nasional; 

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; 

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; 
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e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengena1 amdal dan UKL-

UPL: 

f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alan1 nasional dan emisi gas 

rumah kaca; 

g. mengembangkan standar ketja sama: 

h. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alan1 

hayati dan nonhayati, keanekaragan1an hayati, sumber daya genetik, dan 

kean1anan hayati produk rekayasa genetik; 

J. menetapkan dan melaksanakan ke:bijakan mengenai pengendalian dampak 

perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; 

k. menetapkan dan kebijakan mengenai limbah 

1. menetapkan dan kebijakan mengenai lingkungan laut; 

m. menetapkan kebijakan dan mengenai melaksanakan limbah, serta 

melaksanakan perlindungan melaksanakan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; 

n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 

nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; 

o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab 

usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 

peraturan perundang-undangan; 

p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 

16/41765.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



85 

q. mengoordinasikan dan memfasiiitasi kerja sama dan penyelesaian 

perselisihan antar daerah serta penye!esaian sengketa; 

r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan 

masyarakat; 

s. menetapkan standar pelayanan minimal; 

t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat 

yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; 

v. mengkoordinasikan, mengembangkan, dan mertyosialisasikan 

pemanfaatan teknologi ramal-! lingkungan hidup; 

w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 

x. mengemLangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; 

y. menerbitkan izin lingkungan; 

z. menetapkan wilayah ekoregion; dan 

aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. 

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hictcp, pemerintah 

provinsi bertugas dan berwenang: 

a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; 

b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; 

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; 

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL­

UPL; 
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e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah 

kaca pada tingkat provinsi; 

f. mengembangkan dan melaksanakan keija sarna dan kemitraan; 

g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan 

atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupatenlkota; 

h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, 

peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; 

1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab. 

usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lh'lgku:nga.'l hidup; 

J. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hid up; 

k. mengoordinasikan dan memfasilitasi keija sama dan penyelesaian 

perselisihan antar kabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; 

I. melCJ.kukan pembinaan. bantuan teknis, dan pengawasan kepada 

kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; melaksanakan standar 

pelayanan minimal; menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat 

hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup pada tingkat provinsi; 

o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; 

p. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah 

lingkungan hidup; 
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q. :mberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan. dan penghargaan; 

r. '1erbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi: dan 

s. 1akukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi . 

. am perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 

kabup::ten!kota bertugas dan berwenang: 

a. menetapkan kebijakan tingkat kabupatenl kota; 

b. L<::netapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupatenlkota; 

c. rr;;:netapkan dan melaksanakan kebijakan mengenm RPPLH 

kaLmpaten!kota; 

d. m.:netapkan dan melaksanakan kebijakan mengenm amd<:tl dan UKL­

UPL; 

e. m:::nyeienggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah 

kaca pada tingkat kabupaten!kota; 

f. mcngembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 

g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 

h. m.;:mfasilitasi penyelesaian sengketa; 

1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketantan penanggung jawab 

us.1ha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 

peraturan perundang-ndangaP; 

J. melaksanakan standar pelayanan minimal; 

k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat 
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yang terkait dengan perlindungan dan pengeioiaan iingkungan hidup pada 

tingkat kabupaten/kota; 

1. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupatenlkota; 

m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi 

lingkungan hidup tingkat kabupatenlkota; 

n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 

o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan 

p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat 

kabupatenlkota. 

B. Analisis Hasil Peneliti~n 

Berikut adalah data kegiatan pembangunan relevan lingkungan Kabupaten 

Bungo pada sub sektor kehutanan, dan data kegiatan pembangunan rc]evan 

lingkungan Kabupaten Bungo sub sektor perkebunan. 
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Tabel 7 
DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN 

RELEV AN LINGKUNGAN KABUP ATEN BUN GO 
SUB SEKTOR KEHUT ANAN T AHUN 

Nama Jenis Tahap Skala/Hesaran / 
Perusahaan Kegiatan Kegiatan 

PT. Belantara HPHTI Operasional 21.000 Ha 
Subur 
PT. ITCI HPH Operasional 283.000 Ha 
PT. Fajar Surya HPH Operasional 69.919 Ha 
Swadaya 
PT. Telaga Mas HPH Produksi -
Kalimantan Co 
PT. Inhutani I HPHTI Operasional 22.525 Ha 
PT. BFI HPH Operasional 174.628 Ha 
PT. Taman HPHTI Operasional 13.400 Ha 
Daulat Wana 
Nusa 
PT. Indowa Arga HPH Operasional 50.700 Ha 
Timber 
PT. ITCI Hutani HPHTI Operasional 191.800 Ha 
Manunggai 
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AMDAL 

AMDAL 
AMDAL 

AMDAL 

AMDAL 
AMDAL 
AMDAL 

AMDAL 

AMDAL 
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TABEL8 
DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN RELEVAN LINGKUNGAN 

KABUPATEN BUNGO SUB SEKTOR PERKEBUNAN 

Nama Perusahaan Jenis Kegiatan Tahap Skala/Besaran 
Kegiatan 

PT. Prima Mas 1 Perkebunan Kelapa OperasionaJ ±6.300 Ha 1 

Lestari Sawit dan Pabrik 
PT. Sukses Maju Perkebunan Kelapa Operasional -
Abadi Sa wit 
PT. Satya Kisma Perkebunan Kelapa Operasional -
Usaha Sa wit 
PT. Sa wit Harum Perkebunan Kelapa Operasional -
Makmur Sawit dan Pabrik 
PT. Persada Nusa Perkebunan Kelapa - -
Kreasi Sa wit 
PT. Leban In san Perkebunan Kelapa Operasional -
Mutiara Andalas Sa wit 
PT. Bina Mitra Perkebunan Kelapa Operasional -
Makmur Sa wit 
PT. Megasawindo Perkebunan Kelapa Operasional -
Perkasa Sa wit 
PT. Sari Adtya Perkebunan Kelapa Operasional -
Loka2 Sa wit 
PT. Jamika Raya Perkebunan Ke!ap<l Ope:asional -

Sa wit 

TABEL9 
DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN RELEVAN LINGKUNGAN 

KABUPATENBUNGOSUBSEKTORKEHUTANAN 

Nama Jenis Kegiatan Tahap Skala/ 
Perusahaan Kegiatan Besaran 

PT. Mugi Pembangunan izin usaha OperasionaJ ± 42.410 Ha 
Triman hasH kayu oada hutan 
Intemasional tanaman (IUP-HAKHTI) 
FT. Mal aka Pembangunan izin usaha Operasional ±23.245Ha 
Agro Perkasa hasil kayu oada hutan 

tanaman (IUP-HAKHTI) 

Ket. 

I 

Ket. 
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C. Pembabasan Hasil Penelitian 

1. Peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Da!am Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan 

lingkungan merupakan suatu kedudukan yang sangat strategis. Hal tersebut 

berkaitan dengan peranannya dalam merumuskan berbagai kebijakan teknis 

dibidang lingkungan hidup, pemberian koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang lingkungan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, 

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang lingkungan 

hidup. Selain itu, Kantor Lingkungan Hidup juga memilik1 peranan dalam 

memberikan saran dan pertimbangan serta penyarnpaian laporan, hasil telaah 

dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dengan 

peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo yang begitu strategis 

tersebut, maka Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dituntut untuk 

dapat menjalankan dan mewujudkan tugas pokok yang telah diberikan 

kepadanya. 

Isu masalah lingkungan merupakan isu global yang Sadt ini menjadi 

perhatian baik oleh pemerhati lingkungan, pemerintah, lembaga penelitian, 

akademisi, maupun praktisi. Hal ini berkaitm dengan munculnya berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. pembangunan dan upaya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong 

munculnya berbagai masalah lingkungan. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas pembangunan yang selama ini 

dilaksanakan oleh berbagai tingkatan pemerintahan daerah kurang 

berwawasan lingkungan. Pelaksanaan pembangunan yang dijalankan selan1a 

ini umumnya lebih berorientasi pada upaya pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, sehingga dampak terhadap lingkungan menjadi terabaikan. 

Perubahan terhadap paradigma pembangunan saat ini yang lebih 

berorientasi pada kelestarian lingkungan menjadi tugas besar yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijaksanaan dalam 

pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Oleh karena itu 

peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menjadi sangat penting 

dalam mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Bungo yang terarah dan 

berwawasan lingkungan. 

Untuk melihat peran Kantor Lingkungan Hidup dalam pengelolaan 

lingkungan hidup di Kabupaten Bungo adalah mengacu kepada pelaksanaan 

tugas pokok yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing jabatan struktural 

yang ada pada Kantor Lingkungan itu sendiri. Adapun tugas pokok yang 

harus dilaksanakan Kantor Lingkungan Hidup Kabupa~en Bungo sebagai 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam Satuan Keija Perangkat Daerah 

(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo adalah 

sebagaimana tabel berikut: 
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Tugas Pokok 
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Jabatan ~· <ruktural Kantor Lingkungan Hid up Kabupaten Bun go 

·~~dudukan Tugas Pokok 

--- --

Kepala K:::c"~-_Jr Mernirnpin, rnengkoordinasikan, dan 
rnengendalikan seluruh kegiatru1 kantor 
dalarn rnenyelenggarakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan daerah dalarn 
bidang lingkungan hidup. 

Seksi Rehabilitasi dan Pernulihan Mernbantu Kepala Kantor dalan1 
Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan 
Daerah di bidang lingkungan hidup 
urusan rehabilitasi dan pernulihan 
lingkungan. 

Seksi Pengawasan dan Membantu Kepala Kantor dalarn 
Pengendalian penye lenggarwn penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah dalarn 
bidang lingkungan hid up urusan 
pengawasan dan pengendalian. 

Seksi Pengujian Kualitas Mernbantu Kepala Kantor dalarn 
Lingkungan penyelenggaraan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang 
lingkungan hid up urusan pengujtan 
kualitas lingkungan. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup 

pada tanggal 18 Maret 2015, berkaitan dengan peran Kantor Lingkungan 

Hidup dalarn perlindl!l1gan c!an pengelolaan lingkungan hidup, beliau 

menyatakan bahwa Kantor Lingkungan Hidup sebagai SKPD yang diberi 

kewenangan dan tanggung jawab dalarn rnenangani perrnasalahan lingkungan 

hidup di Kabupaten Bungo telah be111paya rnelaksanakan seluruh kewenangan 

dan tanggung jClwab yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

i 
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yang diberikan sebagaimana Peraturan Bupati Bungo Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup. 

Namun demikian, menurut beliau peranan Kantor Lingkungan Hidup 

secara keseluruhan beiumiah dapat dikatakan optimal. Hal ini disebabkan 

masih terdapatnya berbagai permasalahan berkaitan dengan upaya Kantor 

Lingkungan Hidup dalam menyesuaikan dengan rencana strategis yang 

disusun. Kelemahan-kelemahan yang ditemui adalah kurangnya koordinasi 

antar lembaga sehingga terjadinya tumpang tindih kepentingan. Selain itu 

kurangnya fasilitas pendukung juga menjadi kendala dalam melakukan 

pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan 

lingkungan, sehingga perlu penguatan kerjasama antara pemerintah, LSM, dan 

Pusat Studi Lingkungan di Perguruan Tinggi. 

Pemyataan tersebut sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut ini: 

"menyangkut peranan Kantor Lingkungan Hidup da/am perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo ini menun:t 
saya, kami telah berupaya sebaik mungkin melaksanakan peran terse but 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan sebagaimana 
yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bungo. Namun, kami secara 
pribadi mengakui bahwa kami belumluh dapat berperan secara optimal 
dalam melaksanakanfungsi dalam pengel(/laan lingkungan hidup sesuLli 
dengan rencana strategis yang ada. Hal tersebut disebabkan karena 
masih lemahnya koordinasi antar lembaga sehingga menyebabkan 
terjadinya benturan kepentingan dan tumpang tindih dalam 
pemanfaatan sumber daya a/am. K.emudian fasilitas yang dimiliki juga 
be/um mampu mendukung sepenuhnya upaya pengujian-pengujian 
kualitas lingkungan sehingga kita tidak mempunyai acuan bagi sektor, 
daerah dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan. untuk itu kita perlu kerjasama antara 
pemerintah, LSM dan perguruan tinggi." 

16/41765.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



95 

Selanjutnya, berkaitan dengan kedudukan Kantor Lingkungan Hidup 

yang saat ini belum berbentuk badan. beliau menyatakan bahwa kedudukan 

Kantor Lingkungan Hidup yang saat ini masih berbentuk Kantor juga menjadi 

kendala dalam mengoptimaikan peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bungo. Pernyataan ini sebagaimana basil kutipan wawancara berikut ini: 

"harus diakui kedudukan kita sebagai kantor merupakan suatu kendala 
tersendiri dalam mengoptimalkan peran dalam pengelolaan lingkungan 
hidup. Hal ini disebabkan oleh. secara kelembagaan kita berada 
dibawah instansi vertikal dan instansi lainnya yang berada pada 
jenjang eselon II. Kedudukan yang berada dibawah derajat eselon II 
tersebut tentunya menyulitkan kita untuk mengelola dan 
menglwordianasikan berbagai kepentingan antar lembaga tersebut." 

"selain itu, dengan kedudukan Kantor Lingkungan Hidup yang berada 
pada jenjang eselon III juga berpengaruh terhadap jabatan struktural 
kita yang hanya terdiri dari 3 seksi. Dalam hal itu tentunya juga akan 
mempengaruhi anggaran untuk kegiatan kantor kita dan juga 
terbatasnya sumber daya manusia yang mampu untuk menangani 
herbagai permasalahan lingkungan yar1g semakin hari semakin 
meningkat di Kabupaten Bungo ini" 

Kemudian, berkaitml dengan fungsi yang di jalani apakah telah mampu 

menyetarakan ke jenjang eselon II, beliau berpendapat bahwa tolak ukur 

untuk hal tesebut tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan fungsi yang 

diem ban saat ini. Berikut kutipan hasil wawancara yang dilakukan: 

"masalah kedudukan kami saat ini apakah mampu mengejar atau 
menyetarakan fimgsi pada jeJ?iang eselon II, :nenurut saya itu sangat 
bergantung pada apa yang dapat kami lakukan saat ini. artinya fungsi 
yang telah diamanatkan kepada kami dapat kami laksanakan secara 
baik tentunya ini dengan sendirinya menjadi tolak ukur kinerja yang 
kami laksanakan. Sehingga dengan adanya kinerja yang baik dari kami 
tentunya dapat menjadi pertimbangart ke depan dalam menentukan 
apakah kami sudah mampu atau tidak dalam mengemban fungsi ke 
jenjang eselon II " 
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Dalam pelaksanaan fungsi dalam me\Vujudkan pembangunan 

berwawasan lingkungan di Kabupaten Bungo tentunya tidak terlepas dari 

berbagai hambatan. lni juga akui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bungo, yang menyatakan bahwa dalam mev.ujudkan atau 

melaksanakan fungsi untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan hidup di Kabupaten Bungo tidak terlepas dari berbagai hambatan. 

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi dalam mewujudkan 

pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut dapat berupa 

keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menangani berbagai 

isu permasalahan lingkungan di Kabupaten Bungo. Kemudian dengan 

keterbatasan sumber daya manusia tersebut juga menjadi kendala dalam 

mengcover berbagai kegiatan yang memungkinkan memberikan dampak 

terhadap lingkungan. Selain itu, hambatan lainnya adalah masih rendahnya 

kemauan dan perhatian berbagai pihak dalam me\Vujudkan pembangunan 

berbasis kelestarian Iingkungar1. Hambatan-hambatan tersebut sebagaimana 

hasil kutipan wawancara berikut ini. 

"soal hambatan yang kami temui dalam penegakan atau mewujudkan 
pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo tentunya tidak 
dapat kami pungkiri bahwa masih terdapat beberapa hambatan. Karena 
mewujudkan pembangunan Jingkungan hidup itu sangat memhutuhkan 
keinginan dan pemahama . .-z yang sama akan tzguan dan manfaatnya bagi 
keberlangsungan hidup Ice depannya. Adapun hambatan-hambatan yang 
kami temui dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan 
di Kabupaten Bungo adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam 
menangani berbagai isu permasalahan lingkunga11 di Kabupaten 
Bungo, sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi hambatan 
untuk mengcover berbagai kegiatan yang memungkinkan berdampak 
terhadap lingkungan. selain itu, kurangnya dukungan teknologi 
pengelo/aan lingkungan juga belum dimiliki, serta kompleksitas 
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permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup yang menuntut 
pemecahan permasalahan secm·a multidimensi dan kornprehensif belum 
dapat di!aksanakan secara optimal. .. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bungo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bungo belum berperan secara optimal dalam menjalankan 

fungsinya dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo. 

Kemudian, masalah kedudukan Kantor Lingkungan Hidup yang saat ini 

belum berbentuk badan juga menjadi suatu kendala dalam mengoptimalkan 

perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo. 

Untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini, maka wawancara juga 

dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bungo. Wawancara 

ini bertujuan unt11k mengetahui persoalan kinerja SKPD Kantor Lingk:ungan 

Hidup Kabupaten Bungo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

diperoleh informasi bahwa kinerja Kantor Lingkungan Hidup menurut Kepala 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bungo belum terlaksana secara 

optimal dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten. Belum 

optimalnya peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menurut 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bungo dapat disebabkan oleh 

keterbatasan sumber dava manusia secara kuantitas maupun kualitas, juga 

disebabkan oleh masih terbatasnya fasilitas pendukung kinerja Kantor 

Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. Belum lagi menurut beliau, secara ekstemal masalah 

lingkungan hidup tidak di dukung oleh pemahaman masyarakat akan 

16/41765.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



98 

pentingnya menJaga kelestarian iingkungan untuk keberlanjutan 

pembai:gunan ke depan. Akibatnya. eksploitasi dan eksplorasi sumber daya 

alam · ~rus dilakukan masyarakat tanpa memahami prosedur-prosedur 

pengel. iaan lingkungan yang baik dan benar. 

}~cterangan tersebut, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal24 Maret 2015 seperti kutipan berikut ini: 

"1•1enurut saya, peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo 
dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bungo ini belum dapat 
J:f.:.atakan baik atau telah dilakukan secara optimal. Hal tersebut 
terlihat dengan masih banyaknya permasalahan lingkungan yang belum 
ttrtangani oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Hal 
tersebut, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang 
dimiliki baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian, Kantor 
Lingkungan Hidup juga be/urn memiliki fasilitas yang mumpuni untuk 
mendukung perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup meskipun 
sudah tersedia laboraturium. Selain itu, bisa kita lihat bahwa secara 
dsternal masih rendahnya dukungan dan pemahaman masyarakat 
terhadap pelestarian lingkungan sehingga degradasi lingkungan terjadi 
s.:bagai dampak dari eksplorasi dan ehploitasi sumber daya a/am yang 
dilakukan masyarakat. " 

Selanjutnya mengenai, struktur organisasi di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bungo dimana Kantor Lingkungan Hidup yang belum menjadi 

badan dan masih dalam kedudukan eselon III, Kepala Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Bungo mengatakan bahwa kedudukan Kantor Lingkungan 

Hidup Kabupaten memang perlu ditingkatkan menjadi Badan untuk 

mendorong perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama secara 

kelembagaan dapat mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup antar 

lembaga yang ada. Namun demikian, perubahan kedudukan tersebut sangat 

bergantung pada kinerja Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan 
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fungsinya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, perubahan 

kedudukan tersebut juga dapat terkendala dengan keterbatasan anggaran dan 

ketersediaan sumber daya manusia pendukung baik secara kualitas maupun 

kuantitas. 

Berikut kutipan hasil wawancara terkait dengan status kedudukan 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. 

"menurut pendapat saya, kedudukan Kantor Lingkungan Hidup yang 
be/urn menjadi Badan barangkali memang perlu menjadi perhatian 
guna meningkatkan perannya dalam penge/olaan lingkungan hidup 
terutama dalam mengkoordinasikan masalah penge/olaan lingkungan 
hidup antar lembaga terkait. Namun perubahan status kedudukannya 
juga sangat bergantung dengan pelaksanaan fungsi yang sudah 
dijalankan seluma ini. Selain itu, kendala lainnya yang juga perlu 
menjadi pertimbangan adalah keterbatasan anggaran daerah, 
ketersediaan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun 
kuantitas untuk mendukung kinerja dalam pengelolaan lingkungan 

. hidup di Kabupaten Bungo. " 

Kemudian, Kepala Badan Kepegawaim Daerah Kabupaten Bungo juga 

menjelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan 

peran KLH Kabupaten Bungo adalah dengan mengoptimalkan kinerja sumber 

daya manusia yang dimiliki baik itu rnelaiui pelatihan-pelatihan teknis 

maupun melalui semin:rr-seminar bertema lingkungan hidup. Selain itu, upaya 

yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi antara Kantor 

Lingkungan Hidup dalam mensingkronisasikan dan memadukan perencanaan, 

penyusunan program kegiatan, serta evaluasi dan monitoring pembangunan 

lingkungan hidup baik oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 

Kemudian, Kantor Lingkungan Hidup juga harus mampu menekan ego 

sektoral melalui berbagai pendekatan sehingga fungsi dan tugas masing-
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masing pihak terkait dapat berjalan dengan baik. Diiuar itu, Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo juga perlu ditunjang dengan fasilitas 

yang memadai sehingga nantinya dapat menjadi acuan dalam mengkaji 

masalah-masalah lingkungan hidup di Kabupaten Bungo. 

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Bungo dapat dilihat pada kutipan berikut: 

''berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran 
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. menurut saya adalah 
dengan mengoptimalkan kinerja dari sumber daya manusia yang 
dimiliki sehingga apapun fungsi yang harus dilakukan dapat 
dilaksanakan dengan baik Disamping itu juga, Kantor Lingkungan 
Hidup Kabupaten Bungo juga harus Jebih intensif dalam menjngkatkan 
koordinasi dengan lembaga lainnya baik itu dalam mensinkronisasikan 
dan memadukan perencanaan, penyusunan program serta dalam 
mengevaluasi dan memonitoring kegiatan-kegiatan yang memiliki 
dampak terhadap lingkungan. Selain itu, Kantor Lingkungan Hidup 
sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelo/aan 
lingkungan juga harus mampu menekan ego sektoral antar sektor, hal 
ini bertujuan agar kerjasama dan koordinasi antar lembaga terkait 
dapat terwujud dan peran mas;ng-masing bisa berjalan sebagaimana 
mestinya. Dan tak ka/ah penting sarana pendukung juga perlu 
disediakan seperti laboratorium guna dapat menunjang berbagai 
kebutuhan dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di 
Kabupaten Bungo. " 

Untuk. menambah kelengkapan informasi penelitian, wawancara JUga 

dilakukan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hasil wawancara 

mengenai evaluasi kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo 

menurut pendapat LSM yang di wawancarai menyatakan bahwa kinerja 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo masih kurang baik. Hal iersebut 

terlihat dengan masih banyaknya permasalahan lingkungan di Kabupaten 

Bungo ini yang kurang menjadi perhatian bagi Kantor Lingkungan Hidup. 
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Dengan dinan1ika pembangunan di Kabupaten Bungo yang saat ini cukup 

berkembang pesat seharusnya peran Kantor Lingkungan Hidup sangat dituntut 

untuk dapat mengawasi dan mengendalikan berbagai dampak yang mungkin 

akan ditimbuikan. Pemyataan ini sebagaimana hasil kutipan wawancara 

berikut ini: 

"menurut saya kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupatcn Bungo 
masih tergolong rendah. Hal ini bisa kita lihat sendiri dengan 
kenyataan yang ada bahwa eksistensi Kantor Lingkungan Hidup dalam 
pengelolaan lingkungan hidup selama ini benar-benar belum dirasakan. 
Persoalan lingkungan hidup saat ini menjadi perhatian khusus dari 
berbagai kalangan terutama seiring dengan perubahan paradigma 
pembangunan yang saat ini lebih menekankan pada aspek kelestarian 
lingkungan. Di Kabupaten Bungo sendiri bisa kita lihat bahwa 
pembangunan berkembang sangat pesat dan cepat, dan itu bukan tanpa 
permasa/ahan yang menycrtainya. Eisa kita lihat dar: rasakan saat ini 
bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi, ini merupakan dampak 
dari berbagai aktivitas pcmbangunan yang ada dan seharusnya bisa 
dikendalikan dan diawasi oleh Kantor Lingkungan Hidup paling tidak 
dapat meminimalkan dampak yang terjadi melalui pengawasan dan 
pengendaliannya. " 

"sa/ah satu contoh permasalahan yang semestinya menjadi perhatian 
dari Kantor Lingkungan Hidup adalah penanganan lahan bekas 
penambangan batu bara yang hampir keseluruhan meninggallwn 
lubang-luhang penambangan Seharusnya ini, perlu ditegaskan upaya 
reklamasinya sesuai dengan aturar.-aturan yang telah disepakati 
sebelumnya. Disamping itu, kegiatan penambangan emas, pasir, dan 
bahan galian lainnya yang berdampak terhadap pencemaran 
lingkungan terutama air juga belum mendapat pengawasan dan 
pengendalian dari Kantor Lingkungan Hidup sebagai leader dalam hal 
ini. n 

Selanjutnya, berkaitan dengan program unggu1an yang seharusnya 

dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, menurut LSM 

belum ada satu program unggulan yang benar-benar fokus pada pelestarian 

lingkungan hidup di Kabupaten Bungo ini. Selama lill, program-program 
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kegiatan yang diiakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo hanya 

sebatas pencapaian target dalam memperoleh penghargaan di bidang 

lingkungan hidup saja. Pernyataan ini sebagaimana kutipan hasil wawancara 

berikut ini: 

"dari sudut pandang saya pribadi, Kantor Lingkungan Hidup 
Kabupaten Bungo sampai saat ini belum memiliki program-program 
unggulan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan 
hidup. Selama ini menuruJ saya. apa yang dilakukan oleh Kantor 
Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo masih sebatas pelaksanaan 
program-program yang semata mengejar penghargaan di bidang 
lingkungan hidup bulum benar-benar fokus pada upaya pelestarian 
lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup kedepan yang lebih baik 
melalui kebijakan-kebijakan teknisnya." 

Kemudian berkaitan dengan kedudukan Kantor Lingkungan Hidup yang 

saat ini masih bersatus s~bagai kantor, rnenurut LSM bisa saja ditingkatkan 

menjadi kantor jika rnemang itu diperlukan untuk rneningkatkan perannya 

dalam pengelolaan lingkungan hidup bisa saja dilakukan. Narnun, 

perencanaan program-program yang benar-benar diarahkan pada upaya 

pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo ini merupakan satu yang 

lebih penting. Hal tersebut sebagairnana kutipan hasil wawancara berikut ini. 

"perlu atau tidaknya perubahan kedudukan Kantor Lingkungan Hidup 
menjadi Badan, menurut saya bisa saja jika memaflg dibutuhkan dan 
dapat mendorong peran yang lebih baik dalam pengelolaan lingkungan 
hidup di Kahupaten Bungo ini. Namun, p2rmasalahan yang lehih 
penting sebenarnya adalah bagaimana Kantor Lingkungan Hidup itu 
memiliki komitmen yang tinggi dan fokus pada pengelolaan lingkungan 
hidup maupun pelestarian lingkungan hidup ke depan sehingga bisa 
dikemukakan kebijakan maupun program-program yang terencana 
untuk kedepannya. " 

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Dinas Pasar dan Pengelolaan 

Kebersihan Kabupaten Bun go pada tanggal 3 0 Maret 2015. Dari hasil 
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wawancara tersebut didapat gambaran mengenai peranan Kantor Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bungo. Menurut keterangan yang disampaikan. Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan hidup 

belum berperan sebagaimana peranan yang seharusnya sesuai dengan tugas 

dan kewenangannya. Hal ini menurut beliau, dalam pengelolaan lingkungan 

hidup Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo kurang dominan. Dimana, 

pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan bel urn jelas kelihatan program-

programnya secara signifikan. Program kerja yang selama ini dilakukan 

masih sebatas upaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersifat jangka pendek. 

Disisi lain, menurutnya lagi Kantor Lingkungan Hidup juga kurang 

berkoordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Semestinya, ini harus 

saling terintegrasi dan terkoordinasi satu sama lainnya dengan instansi terkait 

lainnya. 

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil wawancara dengan Kepala Dinas 

Pasar dan Pengelolaan Kebersihan dapat dilihat pada kutipan hasil wawancara 

berikut ini. 

"mengenai peran Kantor Lingkungan Hidup dalam pengelo!aan 
lingkungan hidup di Kabupaten Bungo menurut saya, be/urn berperan 
secara optimal. Jdealnya peran Kantor Lingkungan Hidup harus lebih 
dominan dalam menangkap sctiap isu-isu lingkungan ataupun 
perubahan lingkungan yang terjadi. Selain itu, menurut saya dalam hal 
pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bzmgo ini Kantor 
Lingkungan Hidup kurang berkoordinasi dengan instansi lainnya 
sehingga permasa/ahan lingkungan hidup terkesan berjalan sendiri­
sendiri. Yang diharapkan dari Kantor Lingkungan Hidup tentunya 
adalah mereka bisa berperan lebih dominan dalam menangani dan 
mengkoordinasikan segala permasalahan lingkungan tidak hanya 
sebatas pelaksanaan program yang bersifat jangka pendek saja. " 
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Berdasarkan hasii wawancara yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo belum 

berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo. Belum 

berperannya Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo daiam pengelolaan 

lingkungan hidup disebabkan oleh beberapa persoalan, diantaranya adalah 

lemahnya koordinasi yang dapat dibangun sehingga sinkronisasi dan 

keterpaduan perencanaan, penyusunan program, serta evaluasi dan monitoring 

kegiatan pembangunan sulit dilakukan antara pemerintah, pihak swasta, dan 

masyarakat. Selain itu kedudukan Kantor Lingkungan Hidup yang masih 

berada pada level eselon III, cukup menjadi kendala dalam menekan ego 

sektoral dari masing-masing instansi terkait diatasnya. 

Dari hasil wawancara dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 

digambarkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut peran 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. Gambaran peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam 

pengelolaan lingkungan hidup adalah mengacu kepada tugas pokok dan dari 

hasil wawancara yang diperoleh dari informan. 

Tugas pokok Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sendiri 

secara gans besar terbagi ke dalam tiga bidang tugas yang dilimpahkan 

kewenangan pelaksanaaaTlya pada tiga seksi secara struktural. Dalam 

pelaksanaannya pada masing-masing seksi dilihat secara keseluruhan 

belumlah optimal. Dari segi rehabilitasi dan pemulihan saja, belum tergarnbar 

suatu peran yang optimal seperti ditandai dengan masih banyaknya 
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pem:asalahan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo yang perlu dilakukan 

rehahilitasi dan pemulihan namun belum dapat dilakukan secara optimal oleh 

KaE~ 'f Lingkungan Hidup. 

Permasalahan rehabilitasi dan pemulihan m1 sangat berkaitan dengan 

kondisi lingkungan dilapangan seperti lahan-lahan bekas penambangan batu 

bara yang tidak dilakukan reklamasi oleh perusahaan terkait yang seharusnya 

menjadi perhatian oleh Kantor Lingkungan Hidup. Dalam hal ini bisa saja 

Kantor Lingkungan Hidup menjalankan perannya dalam mengkoordinasikan 

penanganannya dengan instansi terkait lainnya. Atau melalui perumusan 

kebijakan-kebijakan pemulihan lingkungan dengan instansi. yang terlibat 

dalam hal ini. 

Disamping permasalahan rehabilitasi lingkungan dan pemulihan 

tersebut, kelemahan lainnya terlihat dari belum beijalan sepenuh."lya 

pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai permasalahan lingkungan 

yang teijadi. Sesuai dengan basil wawancara dan kondisi yang ada dilapangan 

telah tergambar bahwa terdapat beberapa permasalahan lingkungan yang 

cukup serius seperti perubahan penggunaan lahan dari hutan ke perkebunan 

atauptm pertambangan. Belum lagi dipicu oleh tingginya pencemaran 

lingkungan terutama pada Daerah Aliran Sungai yang merupakan sumber air 

baku bagi masyarakat maupun untuk keperluan iainnya. Namun, dalam hal ini 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo kurang memberikan tindakan 

dalam bentuk pengawasan dan upaya pengendalian kegiatan-kegiatan yang 

memiliki dampak terhadap lingkungan. 
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Kurang berperannya Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo 

dalam pengelolaan lingkungan hidup tergambar dari kemampuannya dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada. Dalam pelaksanaan tugas 

pokok sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo masih kurang berperan. Hal tersebut, 

terlihat dari masih belum optimalnya peran dari masing-masing seksi yang 

ada di Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sendiri. Peran yang 

kurang optimal tersebut terlihat dari pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan 

lingkungan yang seharusnya mampu dilaksanakan secara baik sesuai dengan 

kondisi dan isu lingkungan yang terjadi saat ini. Kemudian di bidang 

pengawasan dan pengendalian lingkungan, Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bungo juga kurang berperan secara optimal. Dimana seharusnya 

Kantor Lingkungan Hidup mampu menjalankan dan melaksanakan 

pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang mungkin akan berdampak 

terhadap lingkungan. Pelaksanaannya tentunya juga memerlukan koordinasi 

dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Disamping itu, pengendalian 

lingkungan juga belum terlaksana secara baik. Hal ini, terlihat dari masih 

senng te:rjadinya pencemaran lingkungan dikawasan perkotaan, kerusakan 

hutan akibat pembukaan laban perkebunan, kerusc.kan lahan akibat 

penambangan baik itu dilakukan oleh perusahaan ataupun perorangan. 

Permasalahan dan isu lingkungan yang terjadi seharusnya dapat mendorong 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam menunjukkan Perannya 
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sebagai lembaga Pemerintah daerah yang mampu menyelenggarakan 

pen:yusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. 

Sesuai dengan tugas pokok yang ada, pelaksanaan peran Kantor 

Lingkungan Hidup juga didukung oleh sejauh mana fungsinya dapat 

terlaksana secara optimal. Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dan 

permasalahan yang teridentifikasi tergambar beberapa fungsi yang belum 

dapat dijalankan secara optimal. Salah satu fungsi Kantor Lingkungan Hidup 

yang belum dijalankan yaitu belum terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan 

kerjasama dengan instansi terkait di bidang lingkungan hidup seperti Dinas 

Perindustrian, perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan, Dinas Kebersiha!l dan Pengelolaan Pasar, dan Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, 

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tujuan di bidang lingkungan 

juga belum terlaksana dengan baik terutama terlihat dari masih banyaknya 

permasalahan lingkungan yang belum terlesaikan di Kabupaten Bungo. 

Disamping itu juga, permasalahan lainnya menyangkut fungsi tersebut bisa 

dibuktikan dengan masih belum terlihat adanya upaya perbaika.'l lingkungan 

yang rusak akibat kegiatan penambangan. Kemudian, masih maraknya 

kerusakan hutan dan pencemaran sungai juga menunjukkan lemahnya 

pengawasan dan pengendalian lingkungan yang dilakukan. Selain itu, peran 

dalam mengevaluasi dari tiap-tiap kegiatan di bidang lingkungan hidup juga 

kurang terlaksana dengan baik. Sejauh ini sebagaimana informasi yang 
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diperoleh bahwa peran di bidang lingkungan hidup hanya sebatas dalan1 

pencapaian upaya meraih penghargaan di bidang lingkungan. 

2. Optimalisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bongo Sesuai 

Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya 

Peran pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi atau 

individu dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam suatu 

lingkungan ketja. Demikian juga dengan keberadaan Kantor Lingkungan 

Hidup di Kabupaten Bungo yang seharusnya mampu secara optimal berperan 

sesuai dengan fungsi yang ada. 

Sebagaimana diketahui dari pembahasan scbelumnya, bahwa Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo saat ini belum berperan secara baik 

dalam melaksanakan fungsinya dalam pengelolaan lingkungan. Untuk itu 

optimalisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pcrlu dilakukan oleh 

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. 

Hasil wawancara mengenai optimalisasi dalam pelaksanaan pengelolaan 

lingkungan hidup di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo adalah 

dapat dilakukan melalui bagaimana meningkatkan peranan dari masing­

masing sektor terkait sehingga pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan. 

Peningkatan peran serta dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian 

lingkungan merupakan suatu hal pokok yang perlu dilakukan agar 

terwujudnya keserasian antara keinginan pemerintah dan keinginan 

masyarakat. 
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Selain itu, kebijaksanaan penataan ruang daerah juga perlu ditingkatkan 

dan dimaksimalkan terutama dalam kajian lingkungan hidup strategisnya 

sehingga perencanaan tata ruang yang ada benar-benar mampu 

mengakomodasi kepentingan kelestarian lingkungan hidup kedepan tanpa 

mengabaikan aspek lainnya. Progran1-program pencegahan kerusakan 

lingkungan juga perlu direncanakan dan dikoordinasikan kepada instansi 

terkait sehingga terwujudnya keserasian dan keterpaduan dalam menjalankan 

program antar sektor. 

Penjelasan tersebut, merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo seperti kutipan bt.::rikut 

liD. 

"untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan pengelnlaan lingkungan 
hidup menurut saya banyak hal yang perlu dilakukan, salah satunya 
adalah bagaimana kita sebagai leading sector dapat meningkatkan 
perar1an da;i masing-masing sektor terkait sehingga pelaksanaan 
lwordinasi dapat dilakukan. Peningkatan peran serta dan pemahaman 
masyarakat terhadap pelestarian lingkungan juga merupakan hal 
fundamental yang perlu dilakukan agar terwujudnya keserasian antara 
keinginan pemerintah dan perilaku masyarakat terhadap 
lingkungannya. " 

"kemudian, sehubungan dengan belum terlaksananya secara optimal 
peran kita dalam pengelolaan lingkungan perlu diupayakan melalui 
peningkatan dan mendorong kinerja dari masing-masing seksi baik itu 
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maupun dalam 
meningkatkan kerjasama dengan seksi lain maupun instansi lainnya 
yang terkait dalam pemanfaatan dan per/indungan lingkungan di 
Kabupaten Bungo. " 

"Selain itu, kebijaksanaan penataan ruang daerah juga perlu 
ditingkatkan dan dimaksimaslkan terutama dalam kajian Jingkungan 
hidup strategisnya sehingga perencanaan tata ruang yang ada benar­
benar mampu mengalwmodasi kepentingan kelestarian lingkungan 
kedepan tanpa mengabaikan aspek lainnya. Program-program 
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pencegahan kerusakan lingkungan juga perlu direncanakan dan 
dikoordinasikan kepada instansi terkait sehingga terwujudnya 
keserasian dan keterpaduan dalam menjalankan program antar sektor. 
Namun, yang paling penting menurut saya adalah adanya komitmen 
tinggi dan pemahaman yang sama dalam melihat permasalahan 
lingkungan merupakan Jwnci dari pengoptimalan kerja Kantor 
Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. ·· 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa untuk mengoptimalisasikan pengelolaan lingkungan hidup pada Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo adalah mencakup beberapa hal yaitu: 

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya 

dalam penyusunan kebijakan maupun pengelolaan lingkungan hidup. 

2. Meningkatkan dan mendorong kinerja dari masing-masing seksi pada 

Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masmg. 

3. Peningkatan peran serta dan pemahaman masyarakat. 

4. Kebijaksanaan penataan ruang berbasis KLHS. 

5. Komitrnen dan pemahaman terhadap berbagai masalah lingkungan hid up. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

1. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pengelolaan lingkungan 

hidup berdasarkan hasil penelitian masih dikatakan belum berperan 

sebagaimana fungsi yang diberikan kepadanya. Belum optimalnya peran 

Kantor Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan hidup di 

Kabupaten Bungo salah satunya disebabkan oleh karena Kantor Lingkungan 

Hidup dalam kedudukan eselon Ill sehingga tidak memungkinkan untuk 

mengawasi SKPD Sektoral eselon II. 

2. Optimalisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Kantor Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bungo dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dari 

masing-masing sektor terkait sehingga koordinasi da.'l sinkronisasi program 

dapat betjalan dengan baik. Selain itu dorongan dalam upaya peningkatan 

kinetja masing-masing seksi pada Kantor LingklL!gan Hidup perlu dilakukan 

agar benar-benar mampu melaksanakan fungsinya. Pemahaman dan 

komitmen yang tinggi bagi seluruh pihak yang berkepentingan termasuk 

masyarakat juga perlu dilakl1kan guna memudahkan proses pengelolaan 

lingkungan. 
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B. Saran 

1. Untuk meningkatkan peran Kantor lingkungan hidup Kabupaten Bungo 

dalam pengelolaan lingkungan, maka diperlukan suatu peningkatan 

eselonering Kantor Lingkungan Hidup ke bentuk Badan eselon II. 

2. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup pada Kantor Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bungo perlu dilakukan melalui penguatan secara kelembagaan 

yaitu dengan mendorong ketjasama dengan instansi terkait lainnya seperti 

Dinas Perindustrian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral, dan Dinas Kebersihan dan Pengelo1aan Pasar, serta 

aparat penegak hukum. Dalam hal terse but, juga diperlukan koordinasi yang 

baik dalam merumuskan kebijakan-kebijakan teknis lingkungan yang 

bersinergi dengan kebijakan tata ruang daerah. 
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